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ABSTRAK 

 

Suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat membuat 

perjanjian perkawinan sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan perkawinan. 

Perjanjian perkawinan seperti yang diatur di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang disahkan oleh 

pegawai pencatat perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 

69/PUU/XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan 

setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan umumnya menyangkut 

masalah harta bersama. Alquran tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta 

bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Sekalipun Alquran ataupun hadis tidak 

menetapkan secara eksplisit mengenai harta bersama dalam perkawinan, tetapi boleh 

atau tidak boleh ada perjanjian mengenai harta bersama dalam perkawinan dapat pula 

dikaji melalui prinsip-prinsip umum hukum Islam. Penelitian ini akan membahas 

bagaimana dasar-dasar dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang 

kemudian ditinjau dari Hukum Islam. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang 

bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat 

dokumentatif dengan sumber primer putusan MK No. 69/PUU.XIII/2015. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. 

Perjanjian perkawinan atas harta bersama boleh dilakukan. Menurut hukum 

Islam, Pada dasarnya tidak ada harta bersama, namun hukum Islam mengenal 

penyatuan harta dalam bentuk syirkah. Pada asalnya hukum syirkah adalah boleh, 

begitu pula dengan hukum perjanjian perkawinan atas harta bersama karena tidak ada 

nash yang melarangnya. Adanya putusan MK No. 69/PUU.XIII/2015 merupakan 

pembaharuan hukum terkait waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan. Perjanjian 

perkawinan atas harta bersama dalam perkawinan bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum serta mecapai keadilan terutama keadilan konstitusional bagi para 

pihak. Selain itu perjanjian perkawinan berfungsi sebagai antisipasi terhadap adanya 

kemungkinan perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Dengan 

diadakannya perjanjian perkawinan akan memperjelas status harta dalam perkawinan. 

 

Kata kunci: perjanjian perkawinan, harta bersama, putusan Mahkamah Konstitusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk dapat saling 

berpasangan. Laki-laki dan perempuan berpasangan menjadi suami istri melalui 

ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Perkawinan 

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
  

Kehidupan rumah tangga yang bahagia dapat diwujudkan salah satunya 

dengan cara meminimalisir perselisihan dan saling pengertian satu sama lain. Rumah 

tangga yang bahagia, tenang, dan damai menjadi impian setiap pasangan suami istri 

yang baru saja menikah. Suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah 

tangganya dapat membuat perjanjian perkawinan sebagai salah satu sarana dalam 

mencapai tujuan perkawinan.  

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai persiapan dalam memasuki bahtera 

rumah tangga untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara 

suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-

                                                 
1
 Pasal 1 Ayat (1) 
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masing pihak. Namun oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai 

persoalan yang sensitif, tidak lazim, materialistik, egois, dan tidak sesuai dengan adat 

Islam. 

Perjanjian perkawinan seperti yang diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dibuat pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang 

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tanpa ada ketentuan perihal isi 

perjanjian. Sementara itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 45-50) disebutkan 

bahwa perjanjian perkawinan berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian taklik talak itu sendiri tidak bersifat 

wajib, akan tetapi apabila sudah ditetapkan tidak dapat dicabut kembali. Berbeda 

dengan perjanjian lain di luar taklik talak, perjanjian tersebut meliputi percampuran 

harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak 

bertentangan dengan Islam. Perjanjian mengenai harta bersama tidak boleh 

menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga.  

Menurut Abdul Rahman Ghozali, Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan 

yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam 

persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
2
 R. Subekti sebagaimana 

dikutip Annisa Istrianti memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah 

                                                 
2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119. 
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suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang 

menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.
3
 Berdasarkan 

pengertian Subekti tersebut, perjanjian perkawinan menyangkut masalah harta 

bersama di dalam suatu ikatan perkawinan yang menjadi hak dan kewajiban masing-

masing pihak pasangan suami istri.  

Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan suatu modal keluarga, 

guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. Maka itu suatu 

keluarga harus mempunyai harta baik besar maupun kecil, bila ingin membentuk dan 

membina keluarga yang baik. Karena harta benda sebagai modal keluarga guna 

menunjang perkawinan, maka seyogyanyalah perkawinan dapat dipertahankan 

kelanggengannya.
4
 Alquran tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta 

bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Alquran 

memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. 

Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai 

perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. 

Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan 

                                                 
3
 Annisa Istrianti & Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat 

Setelah Perkawinan Berlangsung”, Privat Law Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, (Surakarta, 2015), 

hlm. 85. 

 
4
 Suyanto, “Problematika Harta Bersama atas Nama Seorang dalam Perkawinan” Jurnal Pro 

Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.  
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dengan Alquran dan hadis.
5
 Masalah harta bersama ini merupakan masalah 

ljtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. 

Masalah harta bersama juga dialami oleh Ike Farida. Sebagai jalan keluar, 

beliau mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 

36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), 

dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945. Pengujian pasal tersebut menyangkut hak-hak warga negara Indonesia 

yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing yang tidak memiliki 

perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai hak milik dan hak guna 

bangunan atas tanah. Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

telah dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut. Pemohon sebagai warga negara 

Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai hak milik dan hak guna 

bangunan seumur hidupnya. Tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai 

pemisahan harta, maka berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam kasus 

ini, terdapat pasal-pasal di dalam undang-undang yang tidak sinkron dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga negara 

Indonesia pelaku kawin campur. Sehingga, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya 

berupaya mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut.  

                                                 
5
 Abdoerraoef, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan, cet. 11, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1986), hlm. 113  dalam Suyanto, Ibid., hlm. 44. 
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Berbagai pertimbangan telah disampaikan dalam pengujian konstitusionalitas 

pasal-pasal yang diajukan oleh pemohon, diantaranya mengenai hak-hak asasi  hak 

kebebasan berkontrak, masalah harta benda di dalam perkawinan serta landasan 

pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang 

dialami Ike Farida, saat ini muncul fenomena-fenomena permasalahan yang 

membutuhkan adanya perjanjian perkawinan sebagai jalan keluarnya yang belum 

tentu setiap pasangan suami istri membuat perjanjian tersebut. Dengan pertimbangan 

adanya perkembangan zaman dan fenomena yang berkembang saat ini, Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian tentang waktu pembuatan 

perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 

69/PUU/XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan 

setelah perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 

perjanjian perkawinan tersebut didasari atas masalah yang dialami pemohon 

mengenai status harta bersama dalam perkawinan.  

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai perjanjian 

perkawinan terhadap tujuan perkawinan adalah adanya perlindungan hukum lebih, 

terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, 

menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta, 

melindungi harta pribadi, serta pasangan juga lebih fokus terhadap tujuan utama 

perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang 
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bersama pasangan.
6
 Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terjadi 

pembaharuan hukum yaitu mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang 

semakin diperluas. Kini melalui putusan tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat 

pada saat perkawinan telah dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. 

Sekalipun Alquran ataupun hadis tidak menetapkan secara eksplisit mengenai 

harta bersama dalam perkawinan, tetapi boleh atau tidak boleh adanya perjanjian 

mengenai harta bersama dalam perkawinan dapat pula dikaji melalui prinsip-prinsip 

umum hukum Islam. Selain itu, hal-hal yang menjadi dasar hukum atau pertimbangan 

hakim dalam memutuskan permohonan yanag diajukan oleh Ike Farida juga perlu 

diperhatikan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 

menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 

69/PUU.XIII/2015? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan atas harta 

bersama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015? 

                                                 
6
 Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 

tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”,  Al-Daulah Vol. 26 7. No. 1. April 

2017, hlm. 1-2. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini 

diantara lain: 

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015. 

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan atas 

harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 

69/PUU.XIII/2015. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Secara teoretis, berguna untuk menambah khasanah intelektual di bidang 

studi Islam khususnya ilmu hukum keluarga Islam mengenai perjanjian 

perkawinan tentang harta bersama. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap calon pengantin sebagai bahan pertimbangan untuk membuat 

perjanjian perkawinan atas harta bersama. Selain itu, juga diharapkan 

mampu memberikan kontribusi bagi hakim pengadilan agama dalam 

memutuskan atau menetapkan perkara yang berkaitan dengan masalah 

perjanjian perkawinan atas harta bersama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

penelitian maupun karya akademik lain yang membahas mengenai perjanjian 
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perkawinan,  harta bersama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/ 

XIII/2015 antara lain: 

Pertama, artikel yang ditulis oleh Moh. Faizur Rohman di dalam jurnal Al-

Daulah pada tahun 2017 yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan 

Perkawinan” artikel ini membahas dari konsep perkawinan menurut hukum adat dan 

hukum Islam, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tujuan perkawinan, 

Perjanjian perkawinan di dalam perundang-undangan, kemudian substansi dari 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, dan ditutup dengan 

pembahasan mengenai Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tujuan 

perkawinan. Inti dari artikel ini berfokus terhadap implikasi putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap tujuan perkawinan sesuai dengan judul artikelnya. Menurut 

penulis, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi suatu sarana pembaharuan hukum di 

Indonesia, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 

perjanjian perkawinan tersebut semakin memudahkan pasangan suami istri dalam 

mencapai tujuan perkawinan.
7
 Artikel yang tersebut sudah cukup jauh membahas 

mengenai perjanjian perkawinan serta dampak yang ditimbulkan terhadap tujuan 

perkawinan. Akan tetapi, artikel tersebut belum terfokus pada perjanjian perkawinan 

atas harta bersama melainkan perjanjian perkawinan secara umum. Oleh karena itu, 

                                                 
7
 Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 

Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, al-Daulah, Vol. 7 No. 1 April 

2017.  
 



9 

 

penelitian yang akan dilakukan terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta 

bersama. 

Kedua, artikel yang ditulis oleh Oly Viana Agustine di dalam jurnal 

RechtsVinding tahun 2017 berjudul “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan 

Keharmonisan Perkawinan”. Pembahasan artikel ini terbagi ke dalam beberapa 

bagian yaitu: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari politik hukum 

nasional, (2) Perjanjian Perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 69/PUU-XIII/2015, (3) Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan ditutup dengan pembahasan 

mengenai (4) Putusan Berkeadilan dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. 

Melalui artikel ini, penyusun menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi terkait 

perjanjian perkawinan bahkan berpandangan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 pada bagian yang mengatur tentang perjanjian perkawinan perlu direvisi.
8
 

Artikel tersebut sudah terfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian 

perkawinan, namun penulis lebih mempersoalkan masalah politik terkaitan perjanjian 

perkawinan serta hubungannya dengan keharmonisan perkawinan. berbeda dengan 

penulis artikel tersebut, penyusun akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi 

secara normatif dan yuridis dan terfokus pada dasar hukum serta pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara. 

                                                 
8
 Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, Jurnal Rechts 

Vinding, Vol. 6 No. 1 April 2017. 



10 

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Surya Mulyani yang berjudul “Perjanjian 

Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi terhadap pasal 29 

UU No 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam). Penelitian dalam 

skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan yang diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan tidak hanya terfokus pada perjanjian 

perkawinan atas harta bersama, melainkan perjanjian perkawinan di luar harta 

bersama secara umum.
9
 Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan 

hanya terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama.   

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hena Relawati yang berjudul “Urgensi 

Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas 

Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.  Penelitian di dalam skripsi tersebut fokus 

kepada pembahasan mengenai sejauh mana pandangan dosen Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan atas 

harta gono-gini. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan 

dosen Fakultas Syariah dan Hukum, urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono 

gini terjadi pro dan kontra dengan mayoritas menyetujui pentingnya perjanjian 

perkawinan atas harta bersama.
10

 Pentingnya perjanjian perkawinan dari hasil skripsi 

tersebut didasarkan menurut pendapat dosen, berbeda dengan penelitian yang akan 

                                                 
9
 Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia 

(Studi terhadap pasal 29 UU No 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi  

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). 

 
10

 Hena Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan 

Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). 
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dilakukan oleh penyusun dengan sumber data kajian putusan Mahkamah Konstitusi 

yang menyinggung tentang perjanjian perkawinan. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anang Choirul Mujab berjudul “Harta 

bersama dalam hukum perkawinan nasional (Tinjauan dari segi hukum Islam)”, 

membahas mengenai harta bersama dalam hukum nasional, kemudian ditinjau dari 

segi hukum Islam. Pembahasan di dalam skripsi ini hanya terbatas pada masalah harta 

bersama, tidak dikaitkan dengan perjanjian perkawinan.
11

 Penyusun kemudian 

membahas perjanjian perkawinan yang mengatur tentang status harta bersama. 

Berdasarkan beberapa uraian penelitian dan tulisan terdahulu di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, 

harta bersama di dalam perkawinan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU/XIII/2015 telah dilakukan. Oleh karena itu, penyusun melakukan kajian 

lebih lanjut dan hanya terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama 

berdasarkan studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015. Kajian 

nantinya dianalisis secara normatif berdasarkan hukum Islam dan secara yuridis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

E. Kerangka Teoretis 

Perkawinan merupakan suatu ikatan akad/transaksi, yang di dalamnya sarat 

dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian 

                                                 
11

 Anang Chairul Mujab, “Harta bersama dalam hukum perkawinan nasional (Tinjauan dari 

segi hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 
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perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di 

dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
12

 Perkawinan dalam perspektif Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dilihat sebagai sebuah akad 

atau kontrak. Sering disebut dengan istilah “marriage in Islamic is purely civil 

contract” yang artinya bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata.
13

 

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu 

perbuatan hukum ketika seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang 

atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan suatu peristiwa ketika seorang berjanji 

kepada seorang lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu. Hal-hal yang diperjanjijkan adalah perjanjian memberi atau menyerahkan 

sesuatu barang, perjanjian berbuat sesuatu, dan perjanjian tidak berbuat sesuatu.
14

  

Dalam Islam, perjanjian perkawinan berhukum mubah atau boleh untuk 

dilakukan selama perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan 

syariat Islam atau hakikat perkawinan itu sendiri. Jika syarat perjanjian yang dibuat 

bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun perjanjian itu 

                                                 
12

 H. M. Anshary M. K., Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.  

 
13

 Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI), cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 

2004), hlm. 47. 

 
14

 Lukman Santoso,  Hukum Perjanjian Kontrak, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 12. 
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maka perjanjian itu tidak sah, akan tetapi akad nikahnya tetap sah.
15

 Hal tersebut 

mengikuti kaidah fikih yang berlaku secara umum mengenai kebolehan sesuatu, 

khususnya pada bidang muamalah yaitu: 

دنيم عهى تحريمهاانالأصم في انمعامهة الإباحة إلا أن يدل 
16

 

Hukum pokok pada suatu akad, adalah berlaku sah. Dengan disyariatkannya 

akad adalah dimaksudkan untuk hasilnya apa yang dijadikan objek akad, karena 

dengan demikian berarti juga dapat mencukupi atau menutupi kebutuhan yang oleh 

sebab itulah suatu akad harus berlaku, tidak dapat di-fasakh-kan atau dibatalkan oleh 

salah satu pihak. Termasuk akad pada perjanjian perkawinan, yang berlaku sah 

mengikuti kaidah yang berbunyi: 

الأصم فى انعقدأن يكىن لازما
17

 

Perjanjian perkawinan secara khusus tidak ditemukan pembahasannya di 

dalam literatur fikih klasik. Disebutkan dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam 

sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama sebagai persyaratan dalam 

perkawinan. Syarat dalam perkawinan berkaitan dengan perjanjian perkawinan 

karena di dalam suatu perjanjian berisi syarat-syarat atau kesepakatan yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji 

                                                 
15

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119-120. 

   
16

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 10. 

 
17

 Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), hlm. 43. 
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untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, di luar dari syarat sahnya suatu 

perkawinan.
18

 

Perjanjian perkawinan tidak bisa dilepaskan dengan masalah harta bersama. 

Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dan kedudukan suami istri dari tindakan 

sewenang-wenang baik oleh suami maupun oleh istri dan dapat diatur baik mengenai 

harta benda akibat perkawinan maupun hak-hak dan kewajiban suami istri, status 

kepemilikan harta masing-masing pihak, serta dengan perjanjian perkawinan jika 

terjadi perceraian akibat yang ditimbulkan baik yang menyangkut hak perawatan 

anak, nafkah anak, pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan akan 

menjadi jelas kedudukan hukumnya.
19

  

Mengenai harta bersama, Idris Ramulyo di dalam bukunya yang berjudul 

“Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan 

Islam” menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam terdapat dua versi yang 

menyatakan status harta bersama di dalam perkawinan. Versi pertama dikatakan 

bahwa tidak ada harta bersama di dalam perkawinan kecuali ada perjanjian antara 

suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. 

Perjanjian tersebut harus ditegaskan adanya harta bersama selama perkawinan. 

Pendapat versi pertama ini bertolak dengan ayat Alquran yang berbunyi: 

                                                 
18

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 119-120. 

 
19

 Damanhuri H. R., Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet. ke-1, 

(Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 60. 
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انرجا ل قىامىن عهى انىساء بما فضم الله بعضهم عهى بعض وبما اوفقىا مه امىنهم
20

  

Adapun pendapat versi kedua menyatakan bahwa secara otomatis ada harta bersama 

antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik bekerja secara bersama-

sama maupun salah seorang saja yang bekerja, sedangkan yang lain mungkin hanya 

mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.
21

  

Ditegaskan di dalam KHI bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara 

harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 86 ayat 1). Selanjutnya harta istri 

tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap 

menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 2). Dalam Islam harta 

yang diperoleh istri dari hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta bersama, karena 

harta tersebut adalah hak milik istri.
 22

 Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah:  

نهرجال وصيب ممااكتسبىا ونهىساء وصيب ممااكتسبه
23

… 

Menurut Hukum Adat, melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 

November 1956 No. 51/K/Sip/1956 telah ditegaskan suatu kaidah hukum yaitu: 

“Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya 

perkawinan, termasuk dalam gono-gini (harta bersama), meskipun mungkin hasil 

                                                 
20

  An-Nisā’ (4): 34. 

 
21

 M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum 

Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind Hillco, 1986), hlm. 222. 

 
22

 Isetyowati Andayani, “Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan”, 

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005, hlm. 361-362. 

 
23

 An-Nisā’ (4): 32. 
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kegiatan suami sendiri”.
24

 Begitu pun diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) mengenai harta bersama di dalam perkawinan terdapat pada pasal 

119.
25

 Bahkan menurut KUHPer tersebut, bahwa harta bersama di dalam perkawinan 

bersifat mutlak.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), 

sehingga penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur-

literatur yang berkaitan. 

2. Sifat penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah 

deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta, 

sedangkan analitis merupakan upaya untuk mencari dan menata secara 

sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari 

makna. 
26

 Dalam hal ini, yaitu untuk memberi gambaran dan menganalisis 

mengenai masalah perjanjian perkawinan atas harta bersama dalam putusan 

                                                 
24

 I Gede A. B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 187. 

 
25

 Pasal 119 berbunyi: “Mulai saat perkawinan berlangsung, demi hukum berlakulah 

persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian tidak 

diadakan ketentuan lain”.  

 
26

 Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penyusunan Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 

42. 
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Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 serta urgensi dari adanya 

perjanjian perkawinan. 

3. Teknik Pengumpulan data 

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat dokumentatif, 

yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: 

a. Sumber data primer 

   Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang 

diperoleh langsung dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari.
27

 Adapun data primer dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015. 

b. Sumber data sekunder 

   Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari penelitiannya, 

yaitu berupa UU, buku-buku, artikel, kitab-kitab fikih atau informasi yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. 

a. Pendekatan Normatif 

                                                 
27

 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91. 
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Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan 

pada teks-teks Alquran, hadis, fikih, serta pendapat para ahli yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti.  

b. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan 

pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

khususnya yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan 

UUD 45. 

5. Analisa data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar diperoleh data 

yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif. 

Dalam operasionalanya, data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode 

induktif, yakni berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 

Perjanjian Perkawinan yang diimplementasikan dengan nilai universal yang 

bersumber dari Alquran. Dengan kata lain, hasil putusan Mahkamah 

Konstitusi dibahas dan ditinjau apakah sejalan atau tidak dengan nilai-nilai 

umum yang terkandung di dalam Alquran. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka sistematika 

penyusunan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab 
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dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan 

tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab 

berikutnya. Adapun secara global sistematika penyusunan ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang 

pembahasan skripsi ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang 

masalah. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan 

dan harta bersama. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara 

umum apa itu perjanjian perkawinan, dari segi pengertian dan dasar hukum, 

syarat, serta bentuk dan macam-macam perjanjian perkawinan, serta harta 

bersama. Selanjutnya keduanya ditinjau dari segi hukum Islam dan undang-

undang. 

Bab ketiga menerangkan tentang Perjanjian Perkawinan Menurut 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015, meliputi profil dan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, latar belakang putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015, dasar-dasar hukum dan pertimbangan 

hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 serta 

urgensi perjanjian perkawinan atas harta bersama. 
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Bab keempat merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang 

analisis dari data yang telah didapat, yaitu berisikan analisis hukum Islam 

terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 dan analisis mengenai urgensi 

perjanjian perkawinan atas harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015. 

Bab kelima berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan 

jawaban singkat dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan, maka sesuai 

dengan rumusan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menurut hukum Islam, perjanjian perkawinan boleh dilakukan berdasarkan 

pada ayat Alquran surat al-Māidah ayat 1, hadis nabi mengenai adanya 

perjanjian sebelum akad nikah (terkait mahar)  ditambah dengan kaidah fikih 

mengenai akad atau perjanjian atas persetujuan bersama. Kepemilikan harta 

benda di dalam perkawinan merupakan hak perseorangan atas dasar usaha 

masing-masing. Pada dasarnya tidak ada harta bersama, namun hukum Islam 

mengenal penyatuan harta dalam bentuk syirkah. Pada asalnya hukum 

syirkah adalah boleh, begitu pula dengan hukum perjanjian perkawinan atas 

harta bersama karena tidak ada nash yang melarangnya. Terdapat beberapa 

macam syirkah, namun dalam konteks harta bersama diqiyaskan dengan 

syirkah amlāk. 

2. Terjadi pembaharuan hukum terkait waktu pelaksanaan perjanjian 

perkawinan. Pembaharuan hukum dilakukan mengikuti kaidah fikih yang 

menyatakan adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan masa. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 terkait perjanjian 
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perkawinan atas harta bersama dapat dikatakan memenuhi beberapa 

kemaslahatan, seperti sesuai dengan semangat ajaran Islam dan kaidah atau 

karakteristik hukum Islam,  berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi di 

masyarakat, dan menjadikan perjanjian perkawinan lebih mudah dilakukan 

tanpa harus terbatas waktu. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya diadakan sosialisasi mengenai hasil putusan Mahkamah 

Konstitusi kepada seluruh lapisan masyarakat agar semakin banyak 

masyarakat yang mengetahui dan menyadari pentingnya perjanjian 

perkawinan atas harta bersama. 

2. Hasil penelitian ini masih terbatas dan tentunya perlu dikaji lebih lanjut 

mengenai praktik perjanjian perkawinan atas harta bersama di berbagai 

kalangan masyarakat pasca adanya  putusan Mahkamah Konstitusi No. 

69/PUU.XIII/2015. 
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